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PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (1), ayat (4),Pasal
263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pengadilan Negeri dan
Pengadilan  Tinggi diberi kewenangan untuk
memeriksa, mengadili dan memutus Tindak Pidana
Pemilu;

bahwa berdasarkan Pasal 266 Ayat (6) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, diatur bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai hakim khusus yang memeriksa, mengadili
dan memutus Tindak Pidana Pemilu diatur dengan
Peraturan Mahkamah Agung;

bahwa hingga saat ini juga belum ada ketentuan yang
mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak
Pidana Pemilu;

bahwa tidak adanya pengaturan tentang Tata Cara
Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu tersebut akan
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Mengingat

MENETAPKAN

1.

mempersulit pihak-pihak yang akan mempergunakan
upaya hukum Tindak Pidana Pemilu;

bahwa untuk membuka akses serta demi kelancaran
penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, maka Mahkamah
Agung memandang perlu mengatur tata cara
Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dengan Peraturan
Mahkamah Agung;

Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
perubahan keempat tahun 2002;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-UndangNomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana
telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

MEMUTUSKAN

PERATURAN MAHKAMAH  AGUNG REPUBLIK
INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PEMILU

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan :

(1) Tindak Pidana Pemilu adalah Tindak Pidana pelanggaran dan atau
kejahatan terhadap ketentuan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

(2) Tindak Pidana Pemilu merupakan Tindak Pidana yang timbul karena
Bawaslu menerima laporan dugaan adanya Tindak Pidana Pemilu
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